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Abstrak 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga yang bahagia,kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu yang menjadi syarat perkawinan adalah pria dan wanita berusia 19 tahun, apabila calon belum mencapai usia 19 tahun, dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup, namun dalam Pasal 7 ayat (2) tidak terdapat penjelasan mengenai kriteria standar dan indikator dari dispensasi itu sendiri sehingga tidak menimbulkan pemaknaan  salah oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa rasio legis pemberian dispensasi perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, meneliti bahan pustaka berdasarkan sumber utama ,menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum. meninjau secara yuridis normatif rasio legis dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan. Hasil dari penelitian yaitu dasar pertimbangan  dispensasi perkawinan yakni berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pertimbangan mengenai pemberian dispensasi perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selain itu landasan filosofis, sosiologis dan  landasan yuridis  disebutkan dalam Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan dalam Naskah Akademik tersebut alasan dispensasi tersebut di berikan. Akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan  yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam  melakukan perbuatan hukum atau dapat di katakan bahwa ia tidak berada dibawah pengampuan lagi.
Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Akibat Hukum 
Abstract
Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy, eternal family based on the One Godhead. One of the conditions for marriage is a man and a woman aged 19 years, if the candidate has not reached the age of 19 years, can apply for dispensation to the court on the grounds that it is urgent and accompanied by sufficient evidence, but in article 7 paragraph (2) there is no explanation regarding the criteria standards and indicators of the dispensation itself so as not to cause wrong interpretation by the community. This study aims to determine what the ratio of the legislation for granting dispensation to marriage as stipulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and to determine the legal consequences of granting dispensation. This research method is juridical normative, examining library materials based on main sources, examining theories, concepts, and legal principles. juridically normative review of the ratio of marriage dispensation legislation in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the legal consequences of granting marriage dispensation. The results of the research are the basis for consideration of marriage dispensation, namely based on Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law, considerations regarding the provision of marriage dispensation, namely Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, besides philosophical, sociological and The juridical basis stated in the Academic Paper of the Bill on Amendment to Law Number 1 Year 1974 is explained in the Academic Paper the reasons for the dispensation are given. The legal consequence of granting marriage dispensation is that the child is considered to be an adult and is considered capable of performing legal acts or it can be said that he is no longer under interdiction.
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PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dijelaskan pula maksud dari bunyi Pasal 1 tersebut yaitu bahwa sebagaimana Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempnyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

Sejak saat diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masyarakat telah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan suatu perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami dan istri harus sudah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, maksudnya yaitu bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri, bermula pada tanggal 20 April 2017 telah dilakukannya pengajuan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya pada upaya yang 
kedua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan (Nasution 2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia serta pemerintah menyepakati perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait ketentuan batas minimal usia menikah laki-laki dan perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Didasarkan pada putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 maka usia menikah bagi wanita dan laki-laki menjadi sama yakni 19 tahun. Dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan.  Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta(Nasution 2019). 

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Paragraf 4 menyatakan bahwa, Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19  tahun. Batas usia dimaksud dinilai sudah matang dari segi jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga, dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Dalam Psal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:
“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2)  menjelaskan :
“Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun”. 
Berdasarkan teori penafsiran hukum teleologis bahwa penafsiran haruslah difokuskan pada penguraian atau formulasi dari kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan serta jangkauannya (khalid 2014). Tekanan tafsiran pada fakta bahwa  pada kaidah hukum  terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. dalam penafsiran demikian jugadiperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual (Khalid 2014). Berdasarkan penjelasan teori teleologis, jika dihubungkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”
Dalam Pasal 7 ayat (2) Pasal 7 ayat (2)  menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan  Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun”.
Sedangkan, dalam bunyi pasal tersebut serta dalam penjelasannya juga tidak dijelaskan hal yang menjadi dasar dispensasi tersebut dapat diberikan atau diajukan. Sehingga, penafsiran tersebut tidaklah terfokuskan pada penguraian atau formulasi dari kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan serta jangkauannya. Maksudnya yaitu apa tujuan diberikannya dispensasi tersebut, dan jangkauan atau batasan yang diberikan untuk dispensasi nikah itu seperti apa dan bagaimana, agar tidak menimbulkan makna ganda atau justru salah diartikan oleh masyarakat.
Berdasarkan penjelasan diatas pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”,
menunjukan adanya kekaburan norma mengenai alasan mendesak serta bukti seperti apakah dalam  dispensasi perkawinan yang dimaksudkan, dalam pasal serta penjelasannya tidak tertulis jelas apa yang menjadi dasar diberikannya dispensasi dan tidak sesuai dengan teori penafsiran hukum teleologis yang mana pasal tersebut tidak jelas dan tidak terfokuskan pada  tujuan dan jangkauannya. hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk menulisnya dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia”.

Permasalahan yang timbul ialah apakah yang menjadi rasio legis pemberian dispensasi perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Apa akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan pemberian dispensasi perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui apa akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif , yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Henni Muchtar 2015) yang dilakukan berdasar pada bahan hukum utama dngan cara menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum  mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah legal research dijelaskan bahwa :

“legal research yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bahkan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum” (Marzuki 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas pada penelitian ini penulis akan meninjau secara yuridis normatif mengenai kekaburan norma yang  tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) mengenai rasio legis pemberian dispensasi perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tentang akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan Psal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, apakah yang menjadi alasan pemberian dispensasi tersebut serta apakah akibat hukum diberikannya dispensasi terebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, dalam permasalahan ini peraturan yang diperlukan ialah peraturan mengenai perkawinan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan peneliti untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan yang akan di bahas  yaitu mengenai konsep perkawinan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 Bab Ke Empat Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan. Bahan Sekunder, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk mendukung serta menelaah permasalahan yang akan penulis paparkan tentang tinjauan yuridis terhadap dispensasi perkawinan pada perempuan di Indonesia terdiri atas buku-buku hukum yang berisi mengenai pandangan para ahli hukum, mengenai prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, hasil penelitian atau skripsi hukum tentang perkawinan, yang mana kegunaan bahan hukum sekunder ini yakni akan memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis untuk melangkah yang berkaitan dengan topik penelitiannya yaitu tentang tinjauan yuridis terhadap dispensasi perkawinan pada perempuan di Indonesia. 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur serta landasan-landasan teoritis tentang isu hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis, pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) sehingga penulis akan membaca serta menelaah Undang-Undang yang terkait, dan menggunakan dengan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan peneliti untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan pandangan srjana ataupun doktrin-doktrin hukum meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat ditemukan didalam undang-undang (Marzuki 2017). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yaitu melihat dari sudut pandang norma saja, yang bersifat preskriptif. Dimana tema–tema penelitiannya mencakup mengenai penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal serta perbandingan hukum (Mahdi 2016) dan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta merumuskan permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada sehingga peneliti dapat memberikan argumentasinya atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Rasio Legis Dispensasi Perkawinan Pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16  Tahun 2019
Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat landasan-landasan yang menjadi pertimbangan pembuat Undang-Undang untuk dapat melakukan perubahan yaitu landasan Filosofis, landasan Sosiologis dan landasan Yuridis.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penulis perkawinan termasuk dalam Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Berbunyi :

 “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
ayat (2) yang berbunyi :

“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Berdasar pula dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B yang berbunyi :
1.  ”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

2. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Disebutkan pula dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang asas dan tujuan hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas, :

a. Kepentingan terbaik bagi anak;
b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
c. Penghargaan atas pendapat anak;
d. Penghargaan atas harkat dan martabat 
 manusia;
e. Non-diskriminasi;
f. Kesetaraan gender;
g. Persamaan di depan hukum;
h. Keadilan;
i. Kemanfaatan dan,

j. Kepastian hukum.
Berdasarkan penjelasan dari penulis, bahwa mаnusiа аdаlаh mаkhluk sosiаl, yang mana merekа dapat dikatakan tidаk mаmpu hidup sendiri tаnpа orаng lаin dаn ingin berinterаksi dengаn mаnusiа lаinnyа. Nаluri mаnusiа tersebut yаng pada nаntinyа аkаn mendorong mаnusiа itu untuk hidup dаn tinggаl bersаmа dengаn mаnusiа lаin dаlаm suаtu ikаtаn perkаwinаn. Hal yang seharusnya sudah jelas bahwa perkawinan dalam hal ini termasuk dalam hak asasi manusia dan merupakan suatu ibadah yang dijalankan agar manusia dapat bertumbuh kembang dan mendapat keturunan. Mempertimbangkan dari hal-hal tersebut sehingga dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai yang belum genap berusia 19 Tahun untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. 

2.Akibat Hukum dispensasi perkawinan
Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum, seperti halnya dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya akan ada dampak yang mengikuti berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian (Fadhil et al. 2018). Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak dialami oleh pasangan suami dan istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap.  Disamping itu terdapat dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia, undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. 
Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya akan ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungya pernikahan dibawah umur, baik dampak positif atau dampak negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami dan istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkana bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian (Fadhil et al. 2018).
Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, ataupun perceraian, namun di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia, Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi (Kunardi and Mawardi 2014). 
Dijelaskan dalam Nasakah Akademik Rancangan  Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa akibat atau dampak dari perkawinan anak yaitu : Pelanggaran atas Hak Pendidikan, Ekploitasi Anak, kekerasan dalam rumah tangga, terganggunya keadaan kesehatan perempuan. Resiko kesehatan mental yang terganggu karena anak perempuan sedang dalam masa perkembangan dan pencarian jati diri. Dalam ilmu psikologi perkembangan, manusia dalam rentang usia 15-18 tahun ada dalam kategori remaja. Tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa dewasa dan meninggalkan masa anak-anak. Jadi, sesungguhnya mereka masih dalam masa transisi, antara masa anak dan masa dewasa. Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam turbulence emosi karena dia tidak bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum tepat menjadi seperti orang dewasa. Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya. Dengan kondisi perkembangan emosi masa remaja seperti tersebut di atas, remaja seringkali belum dapat mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang stabil. Mereka sangat lekat dengan teman sebayanya, sesama pencari jati diri. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masa anak-anak. Oleh karena itu, jika mereka menikah dalam usia ini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampau percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang ada disekitarnya.
Pada sisi lain, menurut penulis anak akan senantiasa mendapatkan perlindungan hukum yang cukup sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 angka 2 dan 12 yang mengatakan bahwa :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Angaka 12 berbunyi :

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajibdijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga,masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Dan juga pada Pasal 9 angka 1 dan 1a yang berbunyi :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajarandalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

(1a) yang berbunyi :

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan  pihak lain”.

Dari hal tersebut sehingga menurut penulis, bahwasanya jika terjadi hal yang  dapat merugikan anak, anak tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yang akan menjamin berlangsungnya hidup dan tumbuh kembang anak. 
PENUTUP

Kesimpulan

1.
Dasar pertimbangan mengenai pemberian dispensasi perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selain itu ada landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis yang disebutkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana di jelaskan dalam isi naskah akademik tersebut mengenai alasan dispensasi tersebut di berikan.
2. Akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur setelah anak melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau dapat di katakan bahwa ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan , baik dampak  positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian yang diakibatkan dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkana bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian.
Saran

Merespon dari permasalahan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1.   Diharapkan kepada Pemerintah Pusat 
(Dewan Perwakilan Rakyat RI) selaku pembuat undang-undang dalam hal penyusunan peraturan yang akan berlaku untuk masyarkat, agar lebih menegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengenai kriteria standar dan indikator dari dispensasi itu sendiri sehingga tidak menimbulkan pemaknaan yang salah oleh masyarakat.
2. Diharapkan kepada Pemerintah (Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindugan Anak (PPPA) ) , perlu mengadakan sosialisasi lebih lanjut. Bahwasannya masyarakat Indonesia harus mengetahui dan memahami terhadap dampak dari adanya perkawinan di bawah umur bagi orang tua dan remaja sehingga permohonan dispensasi perkawinan dapat ditekan untuk menghindari pernikahan diusia dini.
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